
BUPATI NIAS
PROViNSI SUMATERA UTARA.

PERATURAN BUPATI NIAS

NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAANANGGARANPENDAPATAN
DAN eit,ahl.Ia DAERAH TAHUN ANGGARAN 2a22

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

lrtlenimtrang :

Mengingat

a. bah:waberdasarkan Pasal 323 ayat (1i undana-undalg-Nomor 23

Tahun 2AL4 tentang Pemerint ahan baerah, apabila dalam-waktu

1 (satu) nufan su:ai aiterimanya Rancangan Peraturafl lfaerah

tentang rriiLgg""giawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belania Oirra-frn ari Kepala Daerah, DPRD tidak mengambil

keputusan bersama dengal KepaTa Daerah terhadap Ralcangan
pertanggungjawaban pJaksanaan Anggaran Pendapatan rlan

Belanja f:#rah, K1'pe/ia Daerah menyusull darr menetapkan

Peraturan KepaTa Daerah tentang Pertanggungiawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapata-tr dan Belanja Daerah;

b. bahwa Gubernur surnatera utara telah mengesahkan RancafigarL

Peraturan Bupati Nias tentang Pertalggungjawaban Pelaksanaan

dan Belanja baerah Talun Angggaran 2022 dengan Keputusan
Gubernur sumatera utara Nomor L88.44 /676IKP?S 12A23
tanggal 23 Agustus 2023 tentang Pengesahan Rancangan
peraturan nupati Nias tentang Pertanggun&iauraLran Pelaksanaan
Anggaran Pend.apatan Dan ptelania Daerah Tahun Angggaran
2022;

c. bahwa berdasarkan pertimhangan sebagaimana dimaksud dalarn
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggara-n Pendapatan' dan
E,elarrja Daerah Tahun Angggaral 2022;

i. Pasa-i 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undaag Darurat Nomor 7 Tahun L956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara {Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor 10921;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OA3 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2OA3 Nomor 47,
Tambabam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286|;

4. Undang-Unda:rg Nomor 1 Tahun 2AO4 tentalg Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara RepuLrlik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor
5, Tambahan l,ernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4355);

5. Undang-Undatg Nomor 15 Tahun 2AA4 tentang Pemeriksaal
Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2$CI4 Nomor 66, Tambahan
Lemtraran Negara Republik Indonesia Nomor aaOA\;



6.Undang-UndangNomor23Tahun2al4tentangPemerintahan
Daerah tl,rrit"#"n nrg*a n*p[uiil. Inionlfa Tahun ZOt+ Ncrnor

2+4, tamuanL i,embara0-'N.gur" Republik lndonesia Nomor

55S7) sebagaimana telah ;r;;;t" uuri aiun ah .or*<',ir dengan

undang-unbang Nomor q Taun'2OL5 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pernerinta}ranDaerah(LembaranNegaraRepubliklndonesia
Talrun 2015 Nomor Sg, i;obrt* ,n;mbaran Negara Republik

Ind.onesia Nomor 367 9\;

T.Undang-UndangNomor.lTahun2022tentangHubu*gan
Keuangan A;;" pemeriniah Pusat dan Pernerintahan Daerah

(Lembaran 
'N;;;- nrp"uiir" 

-mionesia 
Tahun 2A22 Nomor 4 

'

TamtrahanLembarartx*g*',n"p,,blikIfidonesiaNomor6757\;
S.Undang-UndangNomor6rahun2*2StentangPenetapan

Peratural Pernerintan renfranU U?.d?lg.U"dang Nomor 2 Tahun

2022 t"rrruoe aipt, xr*fl*enjadi uryfanx-undang fl,embaran

Negara n*priuril.'Ind.onesL iur."" 2A23 Nomor 41, Tamhahan

Lembaran'ti;;;" Republik Indonesia Nomcr 6856\;

g. peratural PJmerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan {Lembaran Negara Republik Ind"onesia Tahr'rn 2005

Nomor \3V, Tamtlahan lJmuaran- Negara Republik Inrlonesia

Nomor 45751;
10. Undang-Undang Nomor B Tahun 2A23 tenta,g Provinsi Sumatera

Utara {Lembarin Nega-ra Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

55, Tambahan Lembaran Negara Republik IndOnesia Nomor

686fi;
il. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2$A6 tentang Pelaporart

Keuangan dal1 Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tamba}rarr Lermbararv

Negara Republik Indonesia Nomor aGA);
LZ. peraturan pemerintah Nomor TL Tahun ZOLA tentang Staadar

Akuntansi pemerintahal {Lembaran Negara Republik Indsnesia
Tahun 2010 Nomor 123, TarrtLrahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165i;

13" peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentafig Perangkat
Daerah ilembaran Negara Republik indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
SSBT) sebagaimana telah diubah dengan Peraturart Pernerintah
Nomor 72 Tahun 2AI9 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

{Lembaran Negara Republik indonesia Tahun ZAlq Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomcr 64O2l.;

tr"4. Peraturan Pemerintah Nomor t2 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahal Lemba-rag Negara Republik Indonesia Nomor 6Oa\;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2AL7 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinal dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2AI7 Nomor 106, Tambahan LemLraran Negara Republik
Indonesia Nornor 6A571 sehagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahurt 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7 ttntang }i-ak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Ratrryat Daerah ilembaran Negara Republik trndonesia
Tahun 2023 Nornor 6, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 68a71;



t6. peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19 tentalg Pengelolaan

Keuangan Daerah {Lemba-ran Negara Republik Indonesia Tahun

ZAlg Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 53221;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2CIL9 tentang Laporan
Darr Evaiuasi Penyeienggaraan Pemerintahan Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OLg Nomor 52, Tarnbahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323|;

18. Peraturan Presiden Nomor 16 Ta-hun ZA|B tentaag Pengadaan

Barang/ Jasa Pemefintah {Lemtraran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2a21 tentang Perubahal
Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentartg
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

19" Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomcr 64 Tahun 2013 tentang
penerapan Staldar Akuntalsi Pemerintah Bertrasis Akrual pada
pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nornor 1425);

2A. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2A tentang
pedoman Teknis Pengelolaan Keualgan Daerah {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2A20 Nomor 1781\;

21. Keputusan Gubernur sumatera utata Nomor
188.44 .676l KPTS/ 2A23 tungal 23 Agu stus 2423 tentang
Pengesahan Ralcangan Peraturan Bupati Nias tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Angggaran 2O22;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2A2I tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerch Kahupaten Nias Tahun
Anggaran 2022 {Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2O21
Nomor 27 Seri A|;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2022 terltang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Nias Tahun Anggaran 2A22 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias
Tahun 2A22 Nomor 29 Sert A);

MTMUTiJSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI NiAS TtrNTANG PERTANGGUNGJAfiTABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PtrNDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan da:r Belanja Daerah berupa
laporan keuangal yang meliputi :

a. Laporan Realisasi A{rggaran;
b. Laparcn Perubahan Saldo Anggasan Lebih;
c. Neraca;
d. Laporan Operasional;
e. Laporan Arus Kas;
f. Laporart Perubahan Ekuitas; dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan.

{Z}Laparan keuangan setragaimana dimaksud pada ayat {1} dilampiri dengan laporan
kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan
daerah.

L



Pasai 2

Laporan Realisasi Anggaran sehagaimana dimaksud dalam Pasai 1 ayat (1) huruf

Tahun Anggaran 2A22 sehagai berikut :

Rp. 930.629 "4AA -995,8&
a. PendaPatan 945 .1 JZ, 460.48
b. Belanja 7

Surplusldefisit
c. PembiaYaan :

70
o0- PetrctimaarY

- Pengeluarafi
Surplus/defisit

Pasai 3

Uraian Lapotan Realisasi arlgrarafi sebagaimana dimaksud

berikut :

(1) Selisih -^^1:^^6; *P- dalf
arlgpraraft dengan rea-lisasi pendapatan se3url

dengan rincian sel:agai berikut :

a. Anggaral PendaPatxt setelah Perubahan Rp.

tr. Realisasi
Rp. 93ti.629.400. ,88

a

Rp
RP

107.331.098.928,
0,

1

dalam Pasal 2 sebagai

Rp" 6.236-656"579,12

936.866.057"575,O0

Selisih lebih/(ku tangl Rp' 6'236'656'579'LZ

(2i seiisih anggaran dengan realisasi beianja sejumlah Rp. 98'99A'027'774'52 dengan

rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja seteialr perubahan

b. Realisasi

Rp. 1 .044 "344. 150.235,00
Rp. 945.354.132.*frO"48
Rp. 98.99O.027.774,52Selisih lebihl {kurang}

{3) Selisih anggaffin dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.{92'753'371'195,40}

d.engan rincian sebagai trerikut :

a. Surplus/defisit setelah perubahal Rp. { LO7 .478.102.660,00}
Ra. {L4 "72 4.731.464,6$\h. Rea-lisasi

Selisih lebih/(kurang) ... RP.

{a} selisih anwarafi dengan realisasi penerimaan

Rp. i 147.AA3.73 1,3O) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembia-vaan setelair perubahan Rp. 107.178.102'660,00

b" Realisasi Rp. 107.331 "o98.q'28.70
Selisih lebihl(kurang) ... Rp. tt47.8A3.731,30)

(92.V 53.3V 1.795,4O)

pembiayaan sejumlah

(5) Selisih angarafi dengan realisasi pengeluara;r pembiayaan

Rp.O,OO dengal rinciart sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp.

b. Realisasi Rp.

sejumlah

s,00
o.o0

Selisih lebih/{kurang} ... Rp

{6i Selisih anggararL dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. {147.A03.731,30}
der.gan rincian sebagai trerikut ;

a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan ..".... P<p. LO7 "478.L42.66O,OO
Rp. 107.33 1.098.928,70

000

b. Reaiisasi
Selisih ieliih/{kurang) Rp. {147.003.731,30}



Pasatr'1

Laporan peruLrahan Saido Anggaran Lehih (LIISAL) sebagaimaira dimaksud pada Pasal 1

ayat {1i hurufb Per 3L '2A22 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Rp. LA7.278.102.664,97

b. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 92.606.367 "461,L0

Pasai 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat {1} huruf c per 31 Desember Tahun

Anggaraa 2A22 setragai trerikut :

a. Jumlah aset
b" Jumla]: kewajiban
c. Jumlah ekr-litas dana

Laparan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

yang berakhir sampai dengan 31 Desemb* 2a22 sebagai

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2CI22-....-

b. Arus kas dari aktivitas oPerasi

c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan

d. Arus kas dari aktivitas pembriayaan

e. Arus kas dari aktivitas non allgga-ran

a. Ekuitas Awd
tr. trkuitas Akhir

huruf d untuk tahun

918.240.*77 .843,58
86A.487 .298.395,43

57 .752.779.448,55

ayat i1) huruf e untuk taltun
berikut :

Rp. 107.310.742.A3L,97
Rp. 190.434.7OA.223,44
Rp" t2{}5.159.431.688,00}
Rp. 52.996.267,73
Rp. 32.fiA.134,00
Rp. 92.671.1fi5.969,1O

Rp.
Rp.
Rp.

L.94A.694.689. LAZ,L9

38.222.247 "146,60
1 .9A2 .47 2 .44 1" .655 ,59

Pasal 6

Laporan Operasionai sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1)

ya:rg berakhir sampai dengan 31 Desernb*t 2A22 sebagai berikut :
"a" 

iumhh Pendapatan RP'

b. Jurnlah Betran Operasi RP'

c. Surplus {Defisit} - LO Rp

Pasa.1 7

f. Saldo kas akhir per 31 Desembet 2A22

Pasal B

Laporan peruLrahan Ekuitas sebagaitnafla dimal<sud pada Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk
tahun yangberakhir sampai dengan 31 Desember 2A22 setragai Lrerikut :

Rp. 1.834.2L7 .7AA.864,27
Rp. 1.9*2"472.44t.655,59

Pasai 9

Catatart atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasa] 1 ayat {1} huruf g Tahun

Anggaran ZOZ2 mernuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-

pos laporan keuangan,
Pasal 10

pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Larnpiran yarlg merupakan

bagian tidak terpisal:kan d,xi Peraturan Bupati Nias ini, terdiri dari :

a. Lampiral I Laporan Realisasi Anggarart
Larnpiran I.1 Ringkasan Laporal Realisasi Anggaran menurut urusan

pemerintahan daerah dan organisasi;



Lampiran i.2

Lampiran I.3

Lampiran I.4

:

Rinciah, Lapcra:r Realisasi Anggaran menurut urusan
:

pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan
l

pembiffiaan;
RekapifUlasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusarl
pemerinitahan daerah, organisasi, program dal kegiatan;
Rekapitulasi realisasi anggaral belanja daerah untul< keselarasan

dal keterpaduan urusa-a pemerintahan daerah darr fungsi dalam.

kerangka pengelolaan keuangan negara;
Lapor4p Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Laporan Operasional;
Laporan Perubahan Ekuitas;
Neracag
Laporan Arus Kas;
Catatan atas Laporan Keuangan;
Daftar :Rekapitulasi Piutang Daerah;
Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutarrg Tak Tertagih;
Da-ftar Rekapitulasi Dana tserguiir dan Penyisihnn Dana Berguiir;
Daftar enyertaan Modal iinvestasi) Daerah;
Dafta-r,Rekapitulasi Rea-li*asi Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Saerah;
Dafta.r Rekapitulasi Aset TetaP;
Daftar *ekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
Dafta.r Rekapitulasi Aset Lainnya;
Dafta:r Sala Cadangan Daerah;
Dafta-r Kewajiban Jangka Pendek;
Daftry Kew4jiban Jangka Panjang;
Dafta-r ,Kegiatan-kegiatan yarig beium diselesaikan sampai akhir
tahun dan dianggarkar: kembali dalam tahun ai:iggaran berikutnya;

b. Lampiran II
c. Lampiran IIl
d. Lampiran IV
e. Lampiran V
f. Lampiran VI
g. Lampiran YII
h. Lampiran VIII
i. Lampiran IX
j. Lampiran X
k. Lampiran Xi
1. Lampiran XII

m. Lampiral XIII
n. Lampiran XIV
o. Lampiraa XV
p. Lampiran XVI
q. Lampiran XVII
r. Lampiral XVIII
s. Lampiran XiX

t. Lampiran XX lkfrtisari).
Daerah/

l.i
:

l

i

lanjutr
Belanja

Laporan Keuangan
Ferusahaan Daerah.

Badan Usaha Milik

Ketentuan lebih
Pendapatan dan
Bupati.

Peraturan Bupati Nias ini mu

Pasal 12

lai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap crang mengetahuinya, memerintahkan pengundargan Berita Daerah ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di

fl4)

Pasai 1 1

rflengenai trenjabara:r Pertanggr:ngfawaban Anggaran
Daerah Tahun Anggarar 2*22 di.atur dengan Peraturan

IA tr
GULC

Gido
30 /+fi'B(h,r,t Z*23


